
 

 

Jakarta, 20 Agustus 1984  
Nomor : S-182/K/1984  
Lampiran : - 
Perihal : Buku Saku untuk Atasan langsung 
 
Kepada Yth.  
 

Dengan ini kami memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan diterbitkan 
buku saku yang merupakan petunjuk praktis bagi atasan langsung dalam melakukan 
pemeriksaan kas bendaharawan dan dalam penutupan buku kas tiap akhir bulan.  

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan dapat menerima dari Saudara 
pemberitahuan mengenai jumlah kebutuhan untuk instansi Saudara yang disesuaikan 
dengan jumlah atasan langsung yang membawahi bendaharawan rutin, penerimaan, atau 
proyek serta jumlah para bendaharawan.  
 

Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.  
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PENDAHULUAN 
 

Buku saku ini memuat petunjuk praktis untuk para atasan langsung dalam 
melakukan pemeriksaan kas secara mendadak terhadap bendaharawan Rutin/Proyek atau 
bendaharawan khusus (penerimaan) atau bendaharawan Rutin/Proyek yang merangkap 
sebagai bendaharawan khusus yang dibawahinya dan dalam melakukan penutupan buku 
kas umum pada tiap akhir bulan. 

Pemeriksaan kas sewaktu-waktu dan penutupan buku kas umum secara bulanan 
merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan atasan di bidang keuangan.  

Tanggung jawab atasan ini secara formal tertuang dalam Keputusan Presiden 
Nomor 29/1984 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan juga dimuat dalam Surat 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-330/M/V/1968 Tentang Pedoman Penata 
Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya.  

Atasan langsung yang menjumpai masalah-masalah di lapangan ketika 
melaksanakan petunjuk ini dapat menghubungi Perwakilan BPKP di tiap Ibu Kota 
Propinsi (kecuali Bengkulu, Palangkaraya, Kendari, Mataram dan Dili), di Jember dan 
Cirebon serta Perwakilan RI Jerman Barat di Bonn dan Di Bremen.  
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PEMERIKSAAN KAS 
 
I. Bendaharawan Rutin/Proyek  

1. Pemeriksaan kas oleh atasan bertujuan untuk mengetahui apakah :  
1) Semua penerimaan dana dari Kas Negara/Daerah dan penerimaan lain-lain 

untuk satuan kerja/proyek yang bersangkutan telah seluruhnya dibukukan 
pada sisi debet (sisi kiri) buku kas umum yang diselenggarakan bendaharawan 
yang bersangkutan. Penerimaan dana Kas Negara/Daerah lazim dilandasi oleh 
SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang diterbitkan oleh KPN (Kantor 
Perbendaharaan Negara) atau Biro Keuangan Pemerintah Daerah. SPMU 
diterbitkan oleh KPN/Biro Keuangan Pemda atas permintaan bendaharawan 
berdasarkan anggaran yang tersedia menurut DIK/DIKDA atau DIP/DIPDA. 
Permintaan SPMU oleh Bendaharawan selalu menggunakan SPP (Surat 
Permintaan Pembayaran) yang harus disetujuj oleh atasan langsung.  

2) Semua pengeluaran yang dibukukan pada sisi kredit (sisi kanan) buku kas 
umum merupakan pengeluaran yang telah disetujui atasan langsung 
bendaharawan. Membebani anggaran satuan kerja/proyek dengan suatu 
pengeluaran harus atas perintah atau persetujuan atasan langsung 
bendaharawan dengan berpedoman kepada anggaran yang ditetapkan dalam 
DIK/DIKDA atau DIP/DIPDA. Bukti pengeluaran yang mendukung 
pengeluaran harus memenuhi persyaratan bukti seperti diatur dalam peratur- 
an perundang-undangan yang berlaku (persyaratan formil dan materiil). 

3) Saldo Kas (saldo dana) yang seharusnya ada pada bendaharawan memang 
benar-benar ada. Saldo kas sebagian besar harus disimpan di bank dan jumlah 
uang tunai yang ada pada kas bendaharawan harus dibatasi sampai jumlah 
minimum (tidak boleh lebih dari Rp 5 juta pada akhir jam kerja) untuk meng- 
hindarkan risiko yang dapat menimpa uang kas.  

4) Penyelenggaraan buku kas umum oleh bendaharawan telah sesuai dengan 
ketentuan yang dimuat dalam SK Menteri Keuangan Nomor KEP-332/M/V 
/9/1968.  

2. Prosedur Pemeriksaan Kas  
1) Pemeriksaan kas wajib dilakukan secara tiba-tiba (mendadak) dengan 

maksud agar diketahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan meliputi 
seluruh uang kas yang dikelola oleh bendaharawan dalam ruang lingkup 
tanggung jawab atasan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, 
perintahkan bendaharawan mengumpulkan semua uang kas yang 
dikuasainya agar seluruh uang kas dalam ruang lingkup tanggung jawab 
atasan yang bersangkutan dapat dihitung.  

2) Setelah seluruh uang kas terkumpul, tanyakan kembali sebagai penegasan 
apakah memang telah terkumpul seluruh uang yang harus diperiksa. 

3) Tanyakan apakah terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dibubukan 
sedangkan pengeluarannya telah dilaksanakan, kertas-kertas berharga 
yang dipersamakan dengan uang, dan kertas-kertas berharga lainnya yang 
harus termasuk dalam pemeriksaan kas. Jika ada, minta bendaharawan 
menyampaikan seluruhnya untuk dijumlah dan diikutsertakan dalam 
perhitungan kas.  

4) Setelah terkumpul semua bukti pengeluaran yang belum dibukukan dan 
kertas-kertas berharga, tanyakan kembali sebagai penegasan apakah 
seluruhnya memang telah diserahkan dan tidak ada lagi yang ketinggalan.  

5) Minta bendaharawan menandatangani surat pernyataan, dengan bentuk 
seperti terdapat pada Lampiran I.  
Surat pernyataan ini memuat pernyataan bendaharawan apakah :  
(1) Semua pengeluaran yang dilakukan sudah dengan persetujuan atasan 

langsungnya.  
(2) Semua penerimaan uang dari Kas Negara/Daerah telah seluruhnya 

dibukukan.  



 

 

(3) Buku Kas telah diselenggarakan mengikuti ketentuan dalam SK 
Menteri Keuangan Nomor : KEP-332/M/V/9/1968 atau Surat 
Keputusan Menteri yang bersangkutan.  

6) Adakan penghitungan uang kas (opname kas) yaitu dengan menghitung 
dan menjumlahkan satu sama lain : 
(1) Jumlah uang tunai yang ada (uang kertas dan uang logam).  
(2) Kertas-kertas berharga yang dipersamakan uang seperti perangko, 

materai, cek yang umumya belum lewat dari 90 hari, SPMU atau 
wesel Pemerintah yang belum diuangkan tetapi sudah dibukukan pada 
sisi debet buku kas.  

(3) Saldo uang yang ada di bank; saldo ini harus dikonfirmasikan 
kebenarannya dengan bank yang bersangkutan yaitu dengan 
pernyataan saldo atau rekening koran yang diterima dari bank yang 
bersangkutan per tanggal pemeriksaan kas.  

Perhitungan uang tunai dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut ini 
:  
(1) Dihitung oleh pemeriksa kas sendiri dan disaksikan oleh 

bendaharawan yang bersangkutan.  
(2) Dihitung oleh bendaharawan disaksikan oleh pemeriksa kas.  
(3) Dihitung oleh bendaharawan dengan pengujian oleh pemeriksa kas.  

7) Setelah selesai dengan penghitungan saldo kas yang ada, tulis saldo kas 
tersebut ke dalam Register Penutupan Kas (Lampiran II, unsur B dan 
perinciannya). 

8) Jumlahkan nilai bukti pengeluaran yang belum dibukukan dan periksa 
seluruh bukti pengeluaran tersebut untuk mengetahul apakah seluruh 
pengeluaran sudah dengan persetujuan atasan yang berwenang. 
(Perhitungan ini dan catatan-catatan dibuat pada kertas tersendiri yang 
membentuk lembar kerja pemeriksaan Kas). 

9) Perintahkan bendaharawan menutup buku kas umum. Cara menutup buku 
ialah menjumlahkan sisi debet, menjumlahkan sisi kredit dan 
menyamakan penjumlahan sisi debet dan kredit dengan memasukkan 
kepada sisi yang lebih kecil angka selisih (saldo) antara kedua sisi 
tersebut. 

10) Penjumlahan (total) sisi debet (penerimaan) dan penjumlahan (total) sisi 
kredit (pengeluaran) serta saldo buku kas umum (A) hendaknya ditulis 
pada Register Penutupan Kas (Lampiran: II). 

11) Hitung perbedaan antara saldo buku (A) dengan saldo kas (B) dan tulis 
perbedaan tersebut (A-B) dalam Register penutupan Kas (Lampiran : II). 
Jika perbedaan negatif tersebut sama besarnya dengan jumlah nilai bukti 
pengeluaran yang belum dibukukan (Lihat butir 8 di atas) maka saldo 
uang kas yang ada berarti sesuai dengan saldo uang yang seharusnya ada. 

12) Jika antara saldo buku dengan saldo kas masih ada selisih lain disamping 
selisih karena bukti pengeluaran yang belum dibukukan, maka perlu 
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab selisih 
tersebut.  
Kemungkinan penyebabnya :  
(1) Terdapat penerimaan uang yang belum dibukukan bendaharawan 

sehingga uang tersebut termasuk dalam saldo uang tunai (terdapat 
lebih banyak uang tunai sehingga perlu diteliti lebih lanjut 
penyebabnya untuk menetapkan apakah uang tersebut milik 
Negara/Daerah).  

(2) Terdapat uang 1ebih (harus menjadi milik Negara/Daerah).  
(3) Terjadi ketekoran kas (menjadi kewajiban bendaharawan untuk 

menggantinya kalau ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh 
bendaharawan).  

  



 

 

13) Uraikan sebab-sebab perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas yang 
ada dalam Register Penutupan Kas (Lampiran: II).  

14) Buat Berita Acara Pemeriksaan Kas (Lampiran: III) dan bersama-sama 
dengan Register Penutupan Kas ditanda- tangani oleh bendaharawan dan 
atasan langsung/pemeriksa kas.  

15) Lakukan pengujian mengenai penyelenggaraan buku kas umum.  
(1) Periksa apakah seluruh penerimaan telah dibukukan ke dalam buku 

kas umum.  
Jika bendaharawan menyelenggarakan Register SPMU, maka Register 
ini, yang menggambarkan seluruh SPMU yang diterima, dapat menjadi 
dasar untuk menguji kelengkapan sisi debet buku kas umum.  
Kelengkapan SPMU dapat pula diuji berdasarkan SPP yang diajukan 
ke KPN/Biro Keuangan Pemda.  

(2) Periksa apakah benar bahwa seluruh pengeluaran telah disetujui atasan 
langsung bendaharawan. Seorang atasan yang melakukan pemeriksaan 
kas akan mengetahui jenis-jenis pengeluaran mana saja yang perlu 
diuji sehingga ia tidak perlu melakukan pengujian terhadap seluruh 
pengeluaran.  

(3) Teliti apakah penyelenggaraan buku kas umum telah mengikuti 
ketentuan yang berlaku (SK Menteri Keuangan Nomor: KEP-
332/M/V/9/1968 lihat Lampiran: IV yang dapat dipergunakan sebagai 
lembar kerja pemeriksaan kas dan Lampiran: IVa).  
Hasil pengujian ini hendaknya menjadi dasar bagi atasan pemeriksa 
kas untuk melaksanakan tindak lanjut berupa tindakan-tindakan 
korektif terhadap tata cara penyelenggaraan buku kas umum agar 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 
II. Pemeriksaan Kas Bendaharawan Khusus (Penerimaan).  

1. Pemeriksaan kas oleh atasan bertujuan untuk mengetahui bahwa :  
1) Semua penerimaan anggaran Negara/Daerah yang seharusnya dibukukan 

memang telah dibukukan oleh bendaharawan yang bersangkutan.  
2) Semua penerimaan anggaran Negara/Daerah yang diterima sudah seluruhnya 

disetor ke Kas Negara/Daerah dalam batas waktu yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2 Prosedur Pemeriksaan Kas.  
1) Pemeriksaan kas wajib dilakukan secara tiba-tiba (mendadak) .  

Perintahkan bendaharawan mengumpulkan semua uang kas yang dikuasainya 
agar seluruh uang kas yang termasuk dalam ruang lingkup tanggungjawab 
atasan yang bersangkutan dapat dihitung.  

2) Setelah seluruh uang kas yang termasuk dalam ruang lingkup tanggungjawab 
atas dikumpulkan, tanyakan kembali kepada bendaharawan sebagai penegasan 
apakah tidak ada lagi uang kas masih tertinggal.  

3) Tanyakan apakah terdapat setoran-setoran dari pihak ketiga yang telah 
diterima uangnya tetapi belum dibukukan bukti penerimaannya dalam buku 
kas umum sisi penerimaan. Tanyakan pula apakah terdapat setoran-setoran 
bendaharawan ke kas Negara/Daerah tetapi  bukti setorannya belum 
dibukukan di sisi pengeluaran buku kas umum.  
Juga ditanyakan apakah terdapat kertas-kertas berharga yang dipersamakan 
dengan uang yang harus termasuk dalam penghitungan uang kas.  

4) Setelah terkumpul semua bukti pembukuan yang belum dibukukan dan kertas-
kertas berharga yang dipersamakan dengan uang, tanyakan kembali sebagai 
penegasan apakah seluruhnya memang telah lengkap dan tidak ada yang 
ketinggalan.  

5) Minta bendaharawan menandatangani surat pernyataan dengan bentuk seperti 
terdapat pada Lampiran : I.  
Surat pernyataan ini memuat pernyataan bendaharawan apakah :  
(1) Semua penerimaan anggaran yang harus dibukukan telah dibukukan.  



 

 

(2) Semua penerimaan anggaran telah disetor ke Kas Negara/Daerah dalam 
batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  

(3) Buku kas umum telah diselenggarakan mengikuti ketentuan dalam SK 
Menteri Keuangan Nomor : KEP-332/M/V/9/1968 atau Surat Keputusan 
Menteri yang bersangkutan (Lihat Lampiran : IV yang sekaligus menjadi 
lembar kerja pemeriksaan kas).  

6) Jika ternyata terdapat saldo kas, adakan penghitungan uang kas (opmane kas) 
yaitu dengan menghitung dan menjumlahkan satu sama lain :  
(1) Jumlah uang tunai yang ada (uang kertas dan uang logam) .  
(2) Kertas-kertas berharga yang dipersamakan uang seperti perangko, meterai 

dan cek yang umumya belum lewat 90 hari.  
(3) Saldo uang yang ada di bank; saldo ini harus dikonfirmasikan 

kebenarannya dengan bank yang bersangkutan yaitu dengan pernyataan 
saldo atau rekening koran yang diterima dari bank yang ber sangkutan per 
tanggal pemeriksaan kas.  

Perhitungan uang tunai dapat dilakukan dengan salah satu cara seperti tersebut 
pada butir 1.2.6.3.  

7) Setelah selesai dengan penghitungan saldo kas yang ada, tulis saldo kas tersebut 
ke dalam Register Penutupan Kas (Lampiran : II, unsur B dan perinciannya). 

8) Jumlahkan nilai bukti setor yang belum dibukukan dan periksa seluruh bukti setor 
tersebut untuk mengetahui apakah pada bukti setor telah terdapat petunjuk bahwa 
uang telah diterima Kas Negara/Daerah.  
(Perhitungan ini dan catatan-catatan yang perlu hendaknya dibuat pada kertas 
tersendiri yang merupakan lembar kerja pemeriksaan Kas).  

9) Perintahkan bendaharawan menutup buku kas umum. Cara menutup buku ialah 
menjumlahkan sisi debet, menjumlahkan sisi kredit dan menyamakan 
penjumlahan sisi debet dan kredit dengan memasukkan pada sisi yang lebih kecil 
angka selisih (saldo) dari penjumlahan kedua sisi tersebut.  

10) Penjumlahan (total) sisi debet (penerimaan) dan penjumlahan (total) sisi kredit 
(pengeluaran) serta saldo buku kas umum (A) hendaknya ditulis pada Register 
Penutupan Kas (Lampiran : II).  

11) Hitung perbedaan antara saldo buku (A) dengan saldo kas (B) dan tulis perbedaan 
tersebut (A-B) daram Register Penutupan Kas ( Lampiran : II ).  
Jika perbedaan tersebut sama posisinya dengan selisih antara nilai bukti setor 
yang belum dibukukan dengan penerimaan anggaran yang belum dibukukan, 
maka saldo kas yang seharusnya ada.  

12) Bila antara saldo buku dengan saldo kas masih ada selisih lain disamping selisih 
karena bukti setor dan penerimaan yang belum dibukukan maka perlu dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab selisih tersebut.  
Ada kemungkinan penyebabnya : 
(1) Terdapat uang yang dikuasai bendaharawan di luar penerimaan anggaran.  

Perlu ditelaah lebih lanjut apakah uang tersebut dapat dikategorikan sebagai 
uang milik Negara/ Daerah.  

(2) Terjadi ketekoran kas yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendaharawan 
yang bersangkutan.  

13) Uraian sebab-sebab perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas yang ada 
dalam Register Penutupan Kas ( Lam- piran : II) .  

14) Buat Berita Acara Pemeriksaan Kas (Lampiran : III) dan sama halnya dengan 
Register Penutupan Kas harus ditandatangani oleh bendaharawan dan atasan 
langsung/ pemeriksa kas.  

15) Jika bendaharawan khusus (penerimaan) mempunyai saldo kas pada saat atasan 
langsung melakukan pemeriksaan kas, maka atasan langsung wajib melakukan 
analisa mengapa sampai terdapat saldo kas.  
Dari hasil analisa perlu dapat ditarik kesimpulan apakah bendaharawan belum 
melanggar batas waktu penyetoran penerimaan anggaran menurut ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (antara lain Keppres tentang 
Pedoman Pelaksanaan APBN dan peraturan-peraturan pelaksanaannya).  



 

 

Jika terjadi pelanggaran waktu lakukan tindakan korektif terhadap keadaan 
tersebut.  

16) Lakukan pengujian terhadap penyelenggaraan buku kas umum:  
(1) Periksa apakah seluruh penerimaan anggaran telah dibukukan. Penerimaan 

anggaran yang seharusnya, dibukukan harus dites dengan jumlah penerimaan 
anggaran pada Instansi pemungut.  
Pengujian dilakukan antara lain dengan menggunakan laporan-laporan 
penerimaan anggaran dari instansi pemungut (sejauh laporan ini dapat 
diandalkan) atau mencocokkannya dengan arus barang kreasi berupa karcis, 
bukti pemungutan dan sebagainya.  

(2) Periksa apakah benar bahwa seluruh penyetoran yang dibukukan, setorannya 
telah diterima oleh Kas Negara/Daerah. Hal ini ternyata dari tanda penerimaan 
resmi (tanda Register Kas atau tanda lain).  

(3) Teliti apakah penyelenggaraan buku kas umum telah mengikuti ketentuan 
yang berlaku (SK Menteri Keuangan Nomor : KEP-332/M/V/9/1968, lihat 
Lampiran : IV yang dapat dipergunakan sebagai lembar kerja pemeriksaan kas 
dan Lampiran IVa).  
Hasil pengujian penyelenggaraan buku kas umum ini hendaknya menjadi 
dasar bagi atasan langsung/Pemeriksa kas untuk melaksanakan tindak lanjut 
berupa tindakan korektif terhadap tata cara penyelenggaraan buku kas umum 
agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 
III. Pemeriksaan Kas Bendaharawan Rutin/Proyek yang Merangkap Bendaharawan 

Khusus.  
1. Pemeriksaan kas oleh atasan dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa :  

1) Semua penerimaan dana dari kas Negara/Daerah dan penerimaan lain-lain 
untuk satuan kerja/proyek yang bersangkutan telah seluruhnya dibukukan oleh 
bendaharawan yang bersangkutan.   

2) Semua penerimaan anggaran Negara/Daerah yang seharusnya dibukukan telah 
seluruhnya dibukukan.  

3) Semua pengeluaran oleh bendaharawan merupakan pengeluaran yang telah 
disetujui atau dengan persetujuan atasan langsungnya.  

4) Semua penerimaan anggaran sudah seluruhnya disetor ke Kas Negara/Daerah 
dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

5) Saldo kas (saldo dana) yang seharusnya ada pada bendaharawan memang 
benar-benar ada.  

6) Penyelenggaraan buku kas umum oleh bendaharawan telah sesuai dengan 
ketentuan yang dimuat dalam SK Menteri Keuangan Nomor : KEP-332/M/V 
/9/1968.  

2. Pemeriksaan kas yang dilakukan oleh atasan langsung didasarkan kepada buku 
kas umum yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk mencatat transaksi kas 
yang menjadi tanggungjawab atasan langsung yang bersangkutan.  
Seorang bendaharawan yang mempunyai beberapa atasan langsung lazimnya akan 
menyelenggarakan buku kas umum untuk masing-masing atasan langsung 
tersebut dan penyimpanan uangnya pun dipisahkan satu sama lain mengikuti buku 
kas umum yang ada.  

3. Prosedur Pemeriksaan Kas.  
1) Pemeriksaan kas wajib dilakukan secara tiba-tiba (mendadak).  

Perintahkan bendaharawan mengumpulkan semua uang kas yang dikuasainya 
dalam batas ruang lingkup tanggungjawab atasan langsung yang bersangkutan 
untuk dapat dihitung.  

2) Setelah dikumpulkan seluruh uang kas yang termasuk dalam ruang lingkup 
tanggungjawab atasan bersangkutan, tanyakan kembali kepada bendaharawan 
sebagai penegasan apakah tidak ada lagi uang yang tertinggal.  

3) Tanyakan untuk dapat diperhitungkan dalam penghitungan kas apakah 
terdapat :  



 

 

(1) Bukti-bukti pengeluaran yang belum dibukukan sedangkan 
pengeluarannya telah dilaksanakan.  

(2) Kertas-kertas berharga yang dipersamakan dengan uang seperti perangko, 
meterai, cek yang umumya belum lewat 90 hari, SPMU yang telah 
dibukukan tetapi belum diuangkan, wesel pemerintah yang telah 
dibukukan tetapi belum diuangkan.  

(3) Kertas-kertas berharga lainnya seperti bukti pembayaran jaminan listrik, 
air, telepon.  

(4) Bukti setor ke Kas Negara/Daerah yang belum dibukukan sebagai 
pengeluaran.  

(5) Bukti penerimaan anggaran yang uangnya telah diterima tetapi belum 
dibukukan sebagai penerimaan.  

4) Setelah terkumpul semua bukti pembukuan yang belum dibukukan dan kertas-
kertas berharga, tanyakan kembali sebagai penegasan apakah seluruhnya 
memang telah diserahkan dan tidak ada lagi yang ketinggalan.  

5) Minta bendaharawan menandatangani surat pernyataan dengan bentuk seperti 
terdapat pada Lampiran : I.  
Surat pernyataan yang dibuat memuat pernyataan bendaharawan apakah :  
(1) Semua penerimaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku harus dibukukan telah seluruhnya dibukukan.  
(2) Semua pengeluaran yang dilakukan dengan persetujuan atasan langsung.  
(3) Semua penyetoran penerimaan anggaran ke Kas Negara/Daerah dalam 

batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

(4) Buku kas umum dan pembukuan pada umumnya telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  

6) Adakan penghitungan uang kas (opname kas).  
Prosedur lihar uraian pada I. 2.6.  

7) Setelah selesai dengan penghitungan saldo kas yang ada, tulis saldo kas 
tersebut pada Register Penutupan Kas (Lampiran: II, unsur B dan 
perinciannya).  

8) Lakukan kegiatan sebagai berikut dalam kertas tersendiri yang merupakan 
lembar kerja pemeriksaan kas :  
(1) Menjumlahkan nilai bukti pengeluaran yang belum dibukukan dan periksa 

seluruh bukti pengeluaran tersebut untuk mengetahui apakah seluruh 
pengeluaran sudah dengan persetujuan atasan yang berwenang.  

(2) Menjumlahkan nilai bukti setor ke Kas Negara/Daerah yang belum 
dibukukan.  
Periksa seluruh bukti setor tersebut apakah sudah ada tanda bahwa setoran 
telah diterima oleh Kas Negara/ Daerah (cap register kas dan tanda lain).  

9) Perintahkan bendaharawan menutup buku kas umum. Lihat uraian butir I. 2. 
9.  

10) Penjumlahan penerimaan, penjumlahan pengeluaran dan saldo buku kas 
umum hendaknya ditulis pada Register Penutupan Kas.  

11) Hitung perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas dan tulis perbedaan 
tersebut dalam Register penutupan Kas.  

12) Lakukan analisa penyebab perbedaan tersebut yang dapat terjadi karena :  
(1) Terdapat pengeluaran yang telah dilaksanakan tetapi bukti pengeluaran 

belum dibukukan.  
(2) Terjadi penyetoran penerimaan anggaran ke Kas Negara/Daerah tetapi 

bukti setor belum dibukukan.  
(3) Terdapat uang lain-lain yang harus diperiksa apakah termasuk sebagai 

uang milik Negara/Daerah.  
(4) Terdapat uang lebih yang selanjutnya harus dibukukan sebagai 

penerimaan.  
(5) Terdapat penerimaan anggaran yang belum dibukukan buktinya.  



 

 

(6) Terjadi ketekoran kas yang harus dipertanggungjawabkan oleh 
bendaharawan yang bersangkutan.  

13) Uraikan sebab-sebab perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas yang ada 
dalam Register Penutupan Kas.  

14) Buat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan seperti halnya Register Penutupan 
Kas wajib ditandatangani oleh Bendaharawan dan atasan langsung/pemeriksa 
kas.  

15) Jika bendaharawan khusus mempunyai saldo kas pada saat pemeriksaan kas, 
maka atasan langsung wajib menganalisa apakah bendaharawan belum 
melanggar batas waktu penyetoran penerimaan anggaran menurut ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran 
waktu, lakukan tindakan korektif terhadap keadaan tersebut.  

16) Lakukan pengujjan mengenai penyelenggaraan buku kas umum.  
Uraian selanjutnya lihat butir 1. 2. 15. dan 11. 2. 16.  

IV. Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Kas. 
Berita Acara Pemeriksaan Kas dilampiri dengan :  
1. Register Penutupan Kas. 
2. Surat Pernyataan Bendaharawan. 
3. Tindakan korektif yang telah dilakukan atasan langsung terhadap kekurangan-

kekurangan administratif dan fisik yang dijumpai pada pemeriksaan kas serta 
komentar lainnya, wajib disampaikan kepada :  
1) Pejabat Eselon I atau yang disamakan yang membawahi satuan kerja/proyek 

yang bersangkutan.  
2) Inspektur Jenderal/Pimpinan Unit Pengawasan LPND/ Inspektorat Wilayah.  
3) Bendaharawan yang diperiksa.  

V. Kasus Tindak Pidana. 
Jika Pemeriksaan Kas menemukan adanya tindak pidana, maka hal itu wajib 
dilaporkan atasan langsung sebagai laporan khusus kepada Pejabat Eselon I dengan 
tembusan kepada Inspektur Jenderal/Pimpinan Unit Pengawasan LPND/lnspektorat 
Wilayah dan BPKP .  

VI. Penutupan Buku Kas Umum Tiap Akhir Bulan. 
1. Terdapat dua bentuk buku kas umum : 

1) Tabelaris (berkolom). 
2) Tidak tabelaris.  
Kolom-kolom pada buku kas umum tabelaris dimaksudkan untuk membukukan 
pada suatu kolom transaksi kas yang sama sifatnya sehingga dalam buku kas 
umum tabelaris sudah berlangsung suatu pengikhtisaran transaksi yang sama 
sifatnya.  
Dengan demikian buku pembantu, buku tambahan atau Register yang juga 
berfungsi menyelenggarakan ikhtisar akan dapat dikurangi jumlah atau jenisnya 
karena sudah ada kolom-kolom dalam BKU tabelaris.  

2. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh atasan langsung pada saat menandatangani 
penutupan buku kas umum dan buku pembantu tiap akhir bulan ialah Sebagai 
berikut : 
1) Memperhatikan apakah penutupan buku kas cukup "up to date". Hal ini dapat 

ternyata dari jarak antara tanggal akhir bulan dengan tanggal penyerahan buku 
kas umum kepada atasan langsung untuk ditandatangani.  

2) Meyakinkan diri bahwa buku kas umum didampingi oleh buku-buku 
pembantu yang cukup dalam rangka menjaga jangan ada mata anggaran/jenis 
pengeluaran yang di- lampaui dan dalam rangka mengawasi pos-pos yang 
masih harus diselesaikan. 

3) Menguji kebenaran hubungan antara saldo per mata anggaran/jenis 
pengeluaran dengan saldo buku kas umum.  

4) Menelusuri secara selintas (scanning) apakah terdapat pembukuan/transaksi 
yang meragukan atau menimbulkan pertanyaan.  

5) Meyakini bahwa tidak terdapat mata anggaran/jenis pengeluaran yang 
dilampaui batas anggarannya. 



 

 

LAMPIRAN : I  
 

SURAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN 
 

Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : ………………………………………………………………………………... 
Jabatan : ………………………………………………………………………………... 

Sehubungan dengan pemeriksaan kas yang dilakukan oleh atasan 
langsung/pemeriksa kas terhadap keuangan satuan kerja/proyek yang saya kelola, dengan 
ini menyatakan bahwa saya :  

1. Tidak/telah membukukan ke dalam buku kas umum semua penerimaan yang 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus saya bukukan *) 

2. a.  Tidak/telah melakukan pengeluaran yang belum disetujui atasan langsung,  
  dan atau  

b. Tidak/telah menyetor ke Kas Negara/Daerah seluruh penerimaan anggaran 
dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan *) 

3. Telah/tidak menyelenggarakan buku kas umum dan pembukuan pada umumnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *)  

 
………………,……..19…… 
Yang membuat pernyataan, 

 
 
 

(…………………..) 
  
*) Coret yang tidak perlu.  
 



 

 

LAMPIRAN : II 
 

REGISTER PENUTUPAN KAS 
 

Tanggal penutupan kas : ……………………………………………………. 
Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) : ……………………………………………………. 
Tanggal penutupan kas yang lalu : ……………………………………………………. 
Jumlah total penerimaan : Rp ………………………………………………... 
Jumlah total pengeluaran : Rp ………………………………………………... 
SaldoBuku (A)  Rp ………………………………………………...  
SaldoKas (B)  Rp ………………………………………………... 
 
Terdiri dari (Perincian B) :  
1. Lembaran u. kertas Rp 10.000,00 ………..lbr. Rp ………………………………….. 

Lembaran u. kertas Rp   5.000,00 ………..lbr. Rp ………………………………….. 
Lembaran u. kertas Rp   1.000,00 ………..lbr. Rp ………………………………….. 
Lembaran u. kertas Rp      500,00 ………..lbr. Rp ………………………………….. 
Lembaran u. kertas Rp      100,00 ………..lbr. Rp ………………………………….. 

SubJumlah  Rp ………………………………….. 
 

2. Kepingan u. logam Rp 100,00 …………. kpg.  Rp ………………………………….. 
Kepingan u. logam Rp   50,00 …………. kpg.  Rp ………………………………….. 
Kepingan u. logam Rp   25,00 …………. kpg.  Rp ………………………………….. 
Kepingan u. logam Rp   10,00 …………. kpg.  Rp ………………………………….. 
Kepingan u. logam Rp     5,00 …………. kpg.  Rp ………………………………….. 

SubJumlah     Rp ………………………………….. 
 
3. Kertas berharga dan bagian Kas yang diizinkan Ordonansi/SPMU/SPM, Wesel, Cek, 

Saldo Bank, Meterai dan lain sebagainya 
Rp ………………………………….. 

Jumlah (B)    Rp ………………………………….. 
  
Perbedaan Rp ………………………………(A-B)  
Penjelasan perbedaan  

 
………………..,……19…... 

Bendaharawan/Pemegang Kas 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Tanda tangan : …………………………………………………………………………… 
Atasan Langsung/Pemeriksa Kas, 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Tanda tangan : …………………………………………………………………………… 
 
 



 

 

LAMPIRAN : III 
  

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 
 

Pada hari ………………… tanggal …………… yang bertandatangan dibawah 
ini, kami atasan langsung/pejabat yang ditunjuk (Surat Penunjukan Nomor : …………....)  

 
Nama lengkap : ………………………………………………………..  
Jabatan : ……………………………………………………….. 
 
melakukan pemeriksaan kas pada :  
 
Nama lengkap : ……………………………………………………….. 
Jabatan : ……………………………………………………….. 
 
Yang dengan surat keputusan ………….. tanggal …………… nomor : ……….. 
ditugaskan untuk pengurusan uang ……………. 
Berdasarkan pemeriksaan Kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui 
kenyataan sebagai berikut :  
 
Jumlah uang yang dihitung di hadapan pegawai tersebut adalah :  
a. Uang kertas bank, uang logam  Rp ………………………….. 
b. SPMU/SPM dan alat pembayaran lainnya Rp ………………………….. 
c. Saldo Bank  Rp ………………………….. 
d. Meterai, perangko (yang diterima) Rp ………………………….. 
e. Surat berharga yang diizinkan  Rp ………………………….. 

Jumlah   Rp ………………………….. 
Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah  Rp ………………………….. 
Perbedaan lebih/kurang antara saldo Kas  
dan saldo buku berjumlah     Rp ………………………….. 
 

………………..,……19…... 
Bendaharawan/Pemegang Kas 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Jabatan :  …………………………………………………………………………… 
Tanda tangan : …………………………………………………………………………… 
Atasan Langsung/Pemeriksa Kas, 
Nama : …………………………………………………………………………… 
Jabatan :  …………………………………………………………………………… 
Tanda tangan : …………………………………………………………………………… 
 



 

 

LAMPIRAN IV 
 

TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM BERDASARKAN SK 
MEN KEU NO. 332/M/V/9/1968 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968 

 
    

  
     
     

 
 



 

 

LAMP IRAN : IVa  
 

PENUTUPAN BUKU KAS UMUM BILA ATASAN LANGSUNG  
MENGANGGAP PERLU 

 
Pada waktu buku kas umum ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh atasan 

langsung, maka setelah penutupan buku kas umum harus dibuat catatan oleh pemeriksa 
sebagai keterangan sehubungan dengan hasil pemeriksaan kas dan ditandatangani pula 
oleh bendaharawan yang bersangkutan.  
 
Keterangan tersebut kurang lebih bunyinya sebagai berikut :  
 

Pada hari ini ……………. tanggal ………………… Buku Kas Umum ditutup 
sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-
330/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 dengan keadaan sebagai berikut :  
 
1. Menurut Buku :  

a. Jumlah Rp ………………………….. 
b. Jumlah pengeluaran  Rp  ………………………….. 

Saldo menurut buku  Rp ………………………….. 
2. Menurut Kas : 

a. Uang tunai Rp ………………… 
b. Saldo Bank Rp………………… 
c. Kertas berharga  Rp ………………… + 

 Rp  ………………………….. 
Selisih (kurang/lebih)  Rp …………………………… 

 
 

Bendaharawan, 
 
 

(…………………………..) 
NIP  ……………. 

Atasan langsung, 
 
 

(…………………………..) 
NIP  ……………. 

 
 
 
 
 
 


